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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.7/Menhut-11/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.44/MENHUT-11/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN

Menimbang

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.44/Menhut-11/2008 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara Lingkup Kementerian Kehutanan
sebagaimaan telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-11/2012;
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Mengingat

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri
Keuangan vyang telah Dilimpahkan kepada
Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri
Keuangan Menandatangani Surat dan/atau
Keputusan Menteri Keuangan, maka Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-11/2012
perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Menteri Kehutanan
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.44/Menhut-11/2008 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup
Kementerian Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
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2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 125);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
Il sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P
Tahun 2013;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon | Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 126);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.44/Menhut-11/2008 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-
11/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 49);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.40/Menhut-11/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-11/2012
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.44/MENHUT-11/2008
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN,
PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAH
TANGANAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP
KEMENTERIAN KEHUTANAN.

Pasal |

Mengubah Lampiran Xl Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-
[1/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.44/Menhut-11/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Lingkup Kementerian Kehutanan, menjadi Lampiran Xl sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal Il
(1) Pada saat Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku :

1. Pelaksanaan atas usulan persetujuan penggunaan, pemanfaatan,
penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara
kepada Eselon | terkait lingkup Kementerian Kehutanan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan ini masih berpedoman
pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-11/2012;

2. Pelaksanaan atas usulan penggunaan, pemanfaatan,
penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara
kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan ini masih berpedoman
pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-11/2012;

3. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-11/2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor
P.44/Menhut-11/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian
Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2014

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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